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Againa

Pekeijaan

Kewarganegaraan

A1amat

mengajukan permohonan pengujian undang-undang, untuk seianjutn a disebut
sebagai Pemohon;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasa1 22 dan Pasa1 4
ayat (3) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tabun 2011, an dimuat
daiam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan
Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4316 dan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7C, dan Tambahan Lembaran Ne ara Re ublik

Indonesia Noinor 5226 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) (Butt; P-2'
torhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Butti P-3 ).

Sebelum meIanjutkan pada uraian mengenai permohonan besena alasan-
alasannya, Pemohon ten6bih dahutu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi
dan Kedudukan Hukum (/egalstandihg) Pemohon sebagai berikut.

Katholik

Direktur Keda Sama CSS-Ul/Dosen

Indonesia

Jl. Hang LekirV11/6 RT 08 RW 06

Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

I. KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSl

I. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi(MK) meIakukan
techadap Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) UU Mahkamah Konstitusi;

2. Permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasa1 24C ayat(I) UUD
1945 juncto Pasa1 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan
bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusiadalah meIakukan en u'ian

undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ,945
(UUD 1945);

pengulIan
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Pasa1 24 C Ayat(,) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi beltvenang mengadilipada tingkat pertaina dan terakh'
yang putusannya bersif^t fihal untok menguji Undang-Undan techada
Undang-Undang Dasar;..."

Pasa1 10 Ayat(,) hurufa UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadilipada tihgkat pertaina dan terakhi
yang putusannya belsifiati7nal't

a. mengujiundang-undang techadap Undang-Undang DasarNegara Re ublik
Indonesia Tahun 7945, .,."

3. Bahwa menurut Pasa! 2 UU No. 24Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi mer k
salah satu Iembaga negara yang meIakukan kekuasaan kehakiman yan merdeka
untuk menye!enggarakan peradilan guna menegakkari hukum dan keadilan,
khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945;

4. Ballwa selain itu, diregaskan dalam Pasa! 7 ayat(,) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur
Ienis dan hierarki peraturan perundan-undangan. dimana kedudukan UUD 1945
Iebih tinggi danpada undang-undang. 01eh karena itu, setiap ketentuan undang-
undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. ;

5. Bahwa berdasarkan Pasa1 9 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011, dalam

hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undan Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan o1eh Mahkamah
Konstitusi, meIalui mekanisme pengujian undang-undang;

6. Bahwa ketentuan yang dialukan o1eh Pemohon adalah ketentuan didalam d k
hukum Undang-Undang, in Gasu Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) UU Mahkamah

Konstitusiterhadap ketentuan of daiam UUD 1945 o1eh Mahkamah Konstitu I.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi

In!.

bemyenang daiam menguji permohonan
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11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

I, Bahwa Pasa1 51 Ayat(I) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
konst^fusionalnya dimgikan o1eh bellekunya undang~undang, yartu. '

a. Perorangan warga negara Indonesia, '
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih h!dup dan sesuai

dengan pencembangan masyarakat dan prtnsip Negara Kesatuan Re ublik
Indonesiayang diaturdalam undang~undang;
Badan hukum publikataupn'vat; atau

d. Lembaganegara.

Selanjutnya Penjelasan Pasa! 51 Ayat(,) menyatakan :
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yan
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 7945.

2. Bahwa seiak Putusan Nomoi' 0061PUIJ-1/1/2005, Mahkamah Konstitus' tel h

menentukan 5 dima) syarat adanya kerugian konstifusional sebagaimana dimaksud
daiam Pase! 51 Ayaf(,) UIJ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan o1eh UUD 1945;
b. Hak konstitusionaitersebut dianggap dirugikan o1eh berlakunya suatu undan -

undang;

c. Kerugian hak konstitusionaltersebut bersifat spesifiK dan aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di astikan
akan tenadi;

d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e, Ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka keru ia
hak konstitusional yang did alllkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;

C.

kewenangan

diatur daiam
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3, Bahwa beadasarkan permohonan pengujian Pemohon, menurut P S I 3 h f
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 61PMK/2005 disebut sebagai ke!ompok

orang adalah kelompok oreng yang meinpunyai kepentingan an sama. B h
dalampermohonanpenguiianini, Pemohonsebagai"perkum ulan" an b k
daiam penelitian, pengkajian, penerapan, dan penerapan Kebijakan strategis, yang
kegiatan CSS~U! sebagaimana diatur dalam Pasa1 4 Akta Pendirian CSS-Ul,
lain, yang relevan dengan pengujian inI. CSS-Ul meinpunyai kegiatan meIakukan

pemantauan dan pengkajian terhadapdampak dan sebuah kebi'akan a d'b t
o1eh pemerintah, yang kernudian disajikan daiam bentuk rekomend kepada
pemerintah (policy recommendation). Bahwa salah satu pemantauan dan

pengkajian tersebut ada!ah terkait dengan kedudukan kekuasaan k h k'
sebagai kekuasaan yang merdeka, sehinggatidak dapatdibatasiden an in d
periodeisasijabatan yang berpotensi melampaui hakikat kekuasaan keh k'
yang merdeka. Hakim Mahkamah KonstitusiRepubliklndonesiamer k I h
satupelaksanakekuasaankehakimanyang metoeka, sehin a embat t
masa dan periodeisasijabatan yang marupakan teknis adi~, jinistrasi d'I
berpotensi menciptakan keraguan seseorang yang meinpunyai kapasitas ternaik
bagi bangsa dalam meinarigku jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena

pembatasan masa dan waktu periodesisasijabatan menjadikan elaksana t
tidak inaksimal hingga tidak dapat memberikan kernatn uan dan 'k'
torbaiknya bagiterwujudnya negara hukum dan kekuasaan keh k' yang
merdeka;

4. Bahwa CSS-Ul mein11iki perhatian dan pemahaman yang mendalam berkaitan

dengan hukum, khususnya hal-hal yang bersifat strategis untuk kepentingan
bangsadan negara. Kekuasaan Kehakimanyang dilaksanakan, salah satu , I h
Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia, harus men'adj erhat' b
negara terkait dengan konsep negara hukum seperti yang digariskan o1eh UUD

1945, sehingga segala politiK hukum yang meinbatasi dan/t berpotensi

meinbatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya Mahkamah K t't
Republiklndonesia, harussecarategasdilarangkarenakekuasaan t h
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5. Bahwa negara (eksekutif) dan kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif)
telah meinbatasiatau mengurangiwewenang kekuasaan kehakiman an merdek
yang telah chiamin UUD 1945. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang

seharusnya merdeka tenepas dari pengaruh kekuasaan inaria un dalam
pembentukan undang-undang sebagai upaya untuk menjamin dan meIindun I
Kebebasan rakyat dan kernungkinan tindakan sewenang-wenan dan emerint h
menjaditerpengaruh akibat proses pembentukan undang-undan . 01eh sebab I ,
bagiCSS Ul, guna kepentingan bangsa dan negara kernungkinan timbuln a I't'k
hukum yang meinbatasi kekuasaan kehakiman yang metoeka seharusnya

ditiadakan. Hak CSS-Ultersebut sesuai dengan amanat Pasa1 28C a at (2) UUD
1945, yaitu "Setiaporang berhak untuk memaiukan dinnya dalam mein er' k
haknya secara kolektif untuk mein bangun masyarakat, bangsa, dan ne aren a. "

6. Bahwa beadasarkan kepentingan CSS-U! dalam pengujian Pasa1 22 dan D 14
ayat 3 UU Mahkamah KonstitusiterletaK pada potensi kerugian badan hukum yang
secara r, alar hukum akan dirugikan apabila politik hukum meinbatasi masa dan
periodeisasijabatan hakim seita masajabatan ketua dan wakil ketua Mahk h
Konstitusi Republik Indonesia yang hanya dibatasi selama 2 tahun 6 bul . H I
tersebut akan merugikan kepentingan warga negara Indonesia an terbaik d
potensial menjadi hakim seita ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitu
Republik Indonesia, karena dibatasinya dedikasi dan pemikiran daiam mengabdi
pada Mahkamah Konstitusi Repubiik Indonesia;

7. Bahwa CSS-Ul sebagai badan hukum juga berhaK memberikan sumbangan
pemikiran dan mengajak warga negara Indonesia terbaik dan memenuhi syarat

untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tan a dikhawati k
akan pergantian dan pemberhentikan bukan karena alasan alamiah, yaitu usia

pensiun, tetapi karena subyektivitas pembentuk undang-undan denan
menetapkan batasan masa dan periodeisasijabatan hakim sena ketua dan wak'I
ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, me d'
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KGpentingan CSS un juga untuk mememberikan dukungan dan penghormatan
kepada seluruh warga negara Indonesia yang meinpunyai kapasitas dan
memenuhi syarat, .ntuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

yang akan menialankan tugas dan wewenangnya tanpa dibatasi keridakje!asan
dalam kriteria pokok yang bersifat subyektif untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan
dalam masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi;

8, Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon daiam permohonan pengujian Pasal
22 dan Pasa14 ayat(3) UU Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Hak Konstitusional Pemohon

dengan kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana badan peradi!an
lainnya merupakan pelaksana Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradi!an guna menegakkan hukum dan keadilan

sebagaimana diatur daiam Pasa1 24 ayat (1) UUD 1945. Kedudukan hakim

sebagaimana diatur dalam Pasa1 19 Undang~undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kel<uasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tabun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor'5076) mengatur, "Hakim dan hakim

konstitusi adalah pelabat negara yang meIakuKan kekuasaan kehakiman yang
diatur dalam undang-undang. " Kekuasaan kehakiman yang ditakukan o1eh
Mahkamah Konstitusi. Beadasarkan Pasa! I angka I UU Mahkamah Konstitusi

adaiah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud daiam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 01eh sebab itu,
sangatjelas dan beelasan Pemohon meinpunyai kepentingan terkait dengan
haK ketentuan Pasa1 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu "Setiap oreng berhak untuK
memaiukan dirtnya dalam meinperluangkan haknya secara KOIektif untuk

meinbangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, " of inaria hak untuk

memaiukan dinnya secara kolektif meinbangun masyarakat, bangsa, dan
negara meIalui suatu Mahkamah Konstitusi yang- kredibel, profesiona!,
akuntabel, dan prestisius dengan menjauhkan segala pembatasan alasan
administrasi dan po!itIk hukum techadap kedudukan hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia. Apatagi Pasa! 12 UU Mahkamah Konstitusi

an diberikan o1eh UUD 1945 adalah terkait
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mengatur, "Organisasi, administrasi, danfinansialMahk h K
of bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamh K ',"
kekuasaandalammenentukanmasadanperiodesasi'ab t h
diletakkan pada kernandiriannya dengan menekankan h
usia pensiun, dan bukan pembatasan yang bersifat sub ekt'f
periodeisasijabatan.

b. Hak konstitusionaltersebut dian

^.!I!^^!^g khususnya terkait Pasa1 22 dan Pasa1 4
Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut.

Pasa1 22 UU Mahkamah Konstitusi "Masa jabatan hakim konstitusi seiama 5
(Iima) tahun dan dapat dipilih kernbali halva untuk I(satu) kali masa jabatan
berikutnya. "

Pasa1 4 ayat(3) UU Mahkamah Konstitusi:"Ketua dan Wak'I K t
Konstitusi dipilih dan dan o1eh an990ta hakim konstitusi untuk masa jabatan
seiatna 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ternitung seiak tanggal pengangkatan
Ketua dan Waki! Ketua Mahkamah Konstitusi. "

a diru ikan o1eh berlakun a suatu undan

Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan dan menimbLilkan
ketidak pastian hukum, karena UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tidak
pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan masa dan
periodeisasi bagi haKim MahKamah Konstitusi. Demikian halnya dengan lama
masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstit
6 bulan sangatlah betoeda perlakuannya dengan masa 'ab t k
ketua Mahkamah Agung menurut Pasa15 ayat(6) UU No. 5 T h 20
lamanya adalah 5 tahun. Dengan demikian, norma an
periodeisasi daiam Pasa1 22 UU No. 24 Tahun 2003 s rt
dan waki! ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasa! 4 a at(3) UU N
2011 merupakan kerugian bagi Pemohon. Norma tersebut dianggap sebagai

ayat(3) UU Mahkamah
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norm delegated di^oretion yang melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasa1 24
ayat(I) dan Pasa1 24C ayai(6) UUD 1945. Bahwa meskipun pengangkatan dan
pemberhentian hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua diatur den an

undang"undang, tetapi seharusnya pembentuk undang-11ndang, baik sendiri-
sendiri atau bersama-sama, yaitu Presiden dan DPR tidak meinbentok norma

yang akan memberikan cara dan kesempatan untuk meinbatasi kebebasan
hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara administrasi pemberhentian dengan
alasan masa dan period eisasijabatan hakim Mahkamah Konstitusi, Masa dan

periodeisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi Repub!ik Indonesia
sebagaimana pada badan peradilan lainnya hanya dibatasi pada usia pensiun,
dan bukan alasan lainnya, baik yang bersifat administrasiteknis atau alasan
lainnya yang dapat menganggu kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Adanya periodeisasi a quo pada Mahkamah Konstitusi
justru bertentangan dengan syarat hakim yang seorang negarawan yang

sepalutnya dilahirkan dan ditempa pada usIa yang mencapai kebijaksanaan,
yaitu usia pensiun. Dengan demikian, pemberhentian hakim Mahi<amah

Konstitusi Republik Indonesia tidak lagi karena alasan periodeisasi'abatan dan
masa jabatan, tetapi hanya telah memasuki masa usia pensiun. Di sisilain,
untuk lama masa jabatan ketua dan wakit ketua Mahkamah Konstitusi demi

kesamaan kedudukan menurut kekuasaan kehakiman inaka sudah seinestin a
disamakan dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah

Agung, yaitu seiama 5 ruina) tahun. Secara rasional, penghapusan periodeisasi
hakim dan perlha!lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah
KonstitusitidaK pernah diatur dalam Uuo 1945 inaupun UU Nomor 43 Tahun
2009 yang Ielas bertentangan dengan Pasa124 UUD 1945.

Adanya Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang

mein batasi masa jabatan dan periodeisasi hakim sena jabatan ketua dan wakil
ketua Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai tindakan politik hukum
yang tidak teratur dan mengandung kekurangan yuridis karena mengabaikan
bentuk-bentuk yang disyaratkan daiam peraturan dasarnya, Bentuk-bentuk
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tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan
hukum dan keadilan.

01eh sebiab itu, salah satLi ciri yang dianggap terpenting dalam setiap ne ara
hukum yang demokratis (democrati^che rechtsstaafy ataupun negara demokrasi
yang beadasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (independent and

imparti^fy. Apa pun sistem hukum yang dipakai dan SIStem pemerintahan yang
dianut, pelaksanaan "the principles of independence and impartial^I of the
I'udiciaiy" harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusi I

(constitutional democracy), salah satunya dengan menetapkan ketentuan yang
sama untuk hal yang sama agar tidak dipandang sebagai diskriminasi dan

inkonsistensi. Hakim agung Mahkamah Agung dan haKim Mahkamah Konstitusi
sebagai badan peradilan yang memeriksa, menyelesaikan, dan meinutus
perkara yang bersifat final dan mengikat diberlakukan berbeda dal'in
penentuan masa dan periodeisasijabatan hakini.

Dengan demikian, adanya norma Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) UU Mahkamah
Konstitusijelas merupetkan pengabaian techadap kernerdekaan kekuasaan
kehakiman yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu Pasa1 24 UUD
1945. Bahkan UUD 1945 tidak pemah mengatur secara tegas inau un samar-
samar pembatasan masa dan periodeisaSi hakim seita jabatan ketua dan wakil
ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga halltu bertentangan secara n ata
dengan Pasa1 24 ayat(I), dan Pasat 24C, UUD 1945.

\

c. Keru ian hak konstitusional

tidakn a bersifat otensial

^!^I^! daiam Pasal yang dinji, yaitu Pasa1 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU

Mahkamah Konstitusi adalah secara spesifik dan aktuat be otensi mer k
warga negara pembayar pajak yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman
yang merdeka, khususnya Mahkamah Konstitusi yang menginginkan hakim
Mahkamah Konstitusitidak dibatasi atas masa dan periodeisasijabatan yang
akan mengha!angiterciptanya hakim Mahkamah Konstitusi yang meiniliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang men uasai

an

an

bersifat s esifik dan aktual atau setidak-

menurut enalaran an wa'ar da at di astikan
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Konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan Pasa1 24C ayat (5) UUD 1945.
Akibatnya, terdapat potensi Kerugian bagi warga negara Indonesia karena

potensi kualitas hasit pengujian undang-undang tidak lagi mendasarkan pada
kualitas putusan yang negarawan dan ditetima semua pihak dengan b^aksana.
Di sisilain, potensi kerugian terhadap warga negara pemohon atas norma
tersebut adalah pemeriksaan perkara dan putusan akan in ungkin tedadi proses
pergantian hakim akibattelah diberhentikan padahal pemeriKsaan dan putusan
seharusnya didasarkan pada prosedur yang tepat, cormat, dan mendalam bagi
kepentingan konstitusional warga negara Indonesia. Dalam Buku Pengantar
Hukum Administrasi Indonesia yang ditulis para pakar Hukum
Administrasi/Hukum Tata Negara Indonesia dan Belanda (, 989, halaman 496-
497), yaitu Prof, Dr. Philipus M. Hadjon, S. H. , Prof. Dr. R. Sri Soemantri

Martosoewigjo, S. H. , Prof. Dr. Sjahran Basah, S. H. , Prof. Dr. Bagir Marian, S. H. ,
Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S. H. , Prof. J. B. J. M. ten Berge, Prof. Dr. P. J. J. van
Buuren, dan Prof. Dr. F. A. M. Stroin;<, dinyatakan of Belanda untok menjamin

ketidak bergantungan dan ketidak berpihakan telah diciptakan ketentuan
an990ta kekuasaan kehakiman yang ditugaskan pada pengadilan dan Jaksa
pada Mahkamah Agung diangkat. seumur hidup dengan penetapan Ra'a.
Esensinya adalah jaminan bagi pelaksana kekuasaan kehakiman sangat
diperlukan bagi tenNujudnya kebergantungan (kernerdekaan) hakim karena
hakim meinutuskan sendiri, memberjinterpretasi sendiri atas kewenangannya
sendiri, dan tenkat pada hukum tertulis dan tidak tenulis, sehingga tidak boleh
bergantung ada siapapun. Dengan demikian, potensi atas ketidakmerdekaan

hakim yang akan meinpengaruhi kualitas putusan juga harus segera
diantisipasi, Adanya kernerdekaan pada din hakim yang dibatasi soal masalah
administrasi kepegawaian dan administrasijabatan dan periodeisasijustru akan
meinbawa persoalan pada kernampuan meinahami perkara dan meningKatkan
kenegarawanan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan meinutus perkara.
Adanya masa dan periodeisasijabatan hakim sena perbedaan lama masa
jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak seialan den an
hakim agung Mahkamah Agung setidak-tidaknya bersifat potensial an
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menurut penalaran yang wajar akan mendptakan diskriminasi pengaturan yang
justru meIemahkan kernerdekaan kekuasaan kehakiman.

d. Ada

konstitusiona! den an undan -undan

hubun an

secara jelas disebutkan dalam huruf b dan c of atas, bahwa hubungan sebab
akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dialur dalam Pasa1 24

ayat (,) UUD 1945 10. Pasa1 24C dan Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945

mendptakan kerugian hak konstitusional bagi warga negara dan badan hukum

yang suatu saat mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan

berharap diiperiksa, diselesaikan, dan diputus dengan hakim Mahkamah

Konstitusi yang tidak dibatasi o1eh persoalan administrasi subyektif seperti masa
dan periodeisasijabatan,

sebab akibat causal

e. ^d^_^b. _waden andikabulkann a errriohonan inaka keru ian

verban

hak kerisfitusional an didami<an tidak akaii atau tidak Ia iter'adj sangatjelas

an

jiKa Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi diputus
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, inaka

kerugian Pemohon sebagai warga negara dan bada'n hukum perdata yang

meinpunyai hak mengajukan permohonan pengujian undang-undang dapat

diantisipasi'dan bahkan akan diharapkan meIahirkan putusan yang berkuaiitas.

Bahkan, hak konstitusional hakim Mahkamah Konstitusijuga memillki

kesamaan dan memberikan jaminan kernerdekaan yang panpuma, sehingga

berdampak pada kepastian, pengakuan, dan kesamaan dalam kedudukannya di
hadapan huKum.

dimohonkan

antara Keru ian

en u'ian, yaitu

hak

9, BahvJa ketentuan Pasa1 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan kekuasaan
kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan,

Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghaiangi
kernerdekaan kehakiman daiam rangka menegakkan hukum dan keadilan,

termasuk dengan pembatasan masa dan periodeisasijabatan yang akan

menghalangi kernerdekaannya daiam mendapatkan pengharapan yang layaK atas
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statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman sudal\ seinestinya dan seharusnya dihilangkan keraguan dan
ketidakpastiannya terhadap masa dan periodeisasijabatan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uralan di atas menunjukkan Pemohon meiniliki

kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian
undang-undang inI.

1/1. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL22 DAN
PASAL4AYAT(3)UU MAHKAMAH KONST!TUSl

A. Perlgakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yan adjl serta
perlakuan yang sama of hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana
Kekuasaan kehakiman

I, Pada dasarnya salah satu fungsi badan peradilan adalah menialankan
penegakan hukum (/aw enforcement) yang Inerupakan refleksi kernampuan
peradilan dalam menialankan tugas dan fungsinya. Daiam kerangka
konseptualisasitersebut, hukum tidak akan seialu berpihak, sehingga akan

. inuncutistilah 'keadilan' atall'kebenaran' daiant inakna dan hakikatn a an
tunggal;

2. Bahwa dalam perspektifitu, hukum akan tegak den"an sendirinya disebabkan
implementasinya telah dirumuskan dalam Konteks negara berdasarkan hukum.
Kondisi demikian akan menciptakan suatu paradigma baru daiam pene akan
hukum, jika ditambah dengan keyakinan bahwa eksistensi badan peradilan 'u a
untok meIakukan pengawasan (control). Kedudukan hakim sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama agar hukum dan keadilan
bedalan tegak;

3. Penegakan hukum dan keadilan tersebut pasti meinbutuhkan sistem
pengaturan masa jabatan dan usia pemberhentian hakim yang meinbutuhkan
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perencanaan dan kesamaan pandang dari pembentuk undan -undan ,
sehingga hakim yang diberikan wewenang menegakkan hukum dan keadilan
meiniliki konsentrasi penuh dalam menialankan tugas dan wewenan n a
tersebut beadasarkan peraturan perundang-undangan;

Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka

tidak Iepas dan adanya POSisiterhormat dan strategis yang dimilikiinstitusiini.
Kebutuhan akan POSisitersebut akan tenthat penting ketika badan peradilan
bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. 01eh
sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan Iemba a
pemerintahan akan menentukan seiauhmana kedudukan peradilan itu berada
dan POSisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adjl da
menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
keduduKannya sebagai pelaksana- kekuasaan kehakiman akan men'adj
techormat dan terpL, ji. 01eh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenan an
hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehaKiman dan aktiv:tas aparatur

pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan an
' berkaitan dengan masa jabatan dan usia pemberhentiann a tidak men' d'
ruang terbuka bagiterbatasnya kekuasaan kehakiman yang merdeka;

POSisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka

sebenarnya tidak diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran undis
formal inaupun Konstitusional. Di dalam Pasa1 24 ayat (1) UUD 1945 secara
terang dan tegas menyatakan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka
yang terlepas dan pengaruh kekuasaan Pemerintah. " Kekuasaan kehakiman
dimaksud adalah di!akukan o1eh Mahkaman Agung dan badan er d'I
dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi;

Penje!asan Pasal I UU Nomor 48 Tahun 2009 sangatfilosofis mendefinisik
kekuasaan kehakiman sebagai "kekuasaan kehakiman yang bebas dart

campurtangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dan aksaan,
direktiva atau rekomendasi yang datang dan pihak ekstra-judisial, kecuali

4.

I

5.

6.
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dalam hal-hal yang diizinkan o1eh undang-undang. Kebebasan da!am
meIaksanakan wewenang judisia! tidak!ah inutlak sifatnya, karena tugas
danpada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadi!an beadasarkan

Pancasila dengan Ialan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar sena

asas-asas yang jadilandasannya, meIaiui perkara-perkara yang dihadapkan
kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan
rekyat Indonesia. "

7. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang menyan kut masa
jabatan dan periodeisasi hakim, sepalutnya memberikan pengakuan, 'aminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adjl sena perlakuan yang sama di
hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaks^na Kekuasaan kehakiman

dengan tidak mengatur norma yang tidak sesuai dengan peraturan dasarn a
dan/atau tidak diperlakukan sama dengan peraturan perundan "undan an
dalam lingkungan yang sama;

Dengan mendasarkan pada Konoisi demikian, perlu segera diiakukan penalaan
kernbali hakim Mahkamah Konstitusi yang Iebih balk dan mein punyai masa dan
periodeisasi yang memadai dengan spesifikasi dan karakternya yang sama
dengan hakim agung Mahkamah Agung, sehingga tidak ada perlakuan
diskriminasi;

8.

9. Bahwa implikasiatas pengakuan dan jaminan yang sama daiam en aturan
masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi akan bedmptikasi

pada penghormatan terhadap hak-haK asasi inariusia, khususnya pada
bagaimana Mahkamah Konstitusi me11ndungi hak-hak Warga Negara atau
badan hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan
kewenangan lainnya menurut UUD 1945;

10. Bahwa Pasa122 dan Pasa! 4 ayat(3) UU Mahkamah Konstitusi mengaburkan
pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusn a
tidak bereda pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan
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yang langsung inaupun tidak langsung terhadap hakim baik dalam 'abatan
inaupun pribadinya akibat ketidaksamaan perlakuan daiam masa 'ab t d
periodeisasinya,

B. Pasa1 24 ayat in UUD ,945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman
merupakan Kekuasaan yang Memeka untuk menyelen arakan d'I
guna menegakkan hukum dan keadilan.

I. Bahwa ruinusan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang

merdeka sebagaimana dialur dalam Pasa1 24 ayat (1) UUD 1945, secara
konstitusional menjadi dasar hukum yang mengafiJr hakim pengadilan dalam
meIaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat bereda pada pengaruh,
tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kernerdekaan
dalar:I menegakkan hukum dan keadi!an;

2. Bahwa pandangan Klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang metoeka pada
hakikatnya terbebasnya pejabat pelaksana keKuasaan kehakiman dari adanya
aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau

bahkan berootensi menyebabkan berkurangnya kernerdakaan hak' d I
menegakkan hukum dan keadilan;

3. Bahwa Mehkamah Konstitusi sebagai bagian dan kekuasaan kehakiman yang
meroeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kek
(machtsapparaat), tetapi menjadi suatu alat hukum (rechtsapparaat). Den an
demikian, politik hukum apapun sudah seinestinya dan seharusnya tidak
menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjadiseakan-akan of bawah kekuasaan

eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undan . karena s h
Mahkamah Konstitusi merupakan atat kekuasaan negara untuk menegakkan
hukum dan keadilan;
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4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan s arat in tl k d I
suatu Negara hukum. Kernerdekaan tersebut meliputi kernerdekaan dar'
tangan badan eksekutif, legislatif ataupun ina^, yaraKat urnum, d' d I
menialankan tugas yudikatifnya. Cara untuk menjamin pelaksanaan asas

kernerdekaan badan yudikatif, yaitu of beberapa ne ara 'abatan h k'
permanen, seumur hiduj3 atau setidak-tidaknya sampai saat ensiun, sela
berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan;

5. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mainpu menegakkan wibawa
hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan
conditio sine qua non (persyaratan inutlak) dalam negara yang beadasarkan
hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama daiam penegakan
hukum dan keadilan yang harus dmainin kernerdekaann a;

6. Bahwa salah satu cm negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang
merdeka terutame dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalampengertian lain, kernerdekaan kekuasaankehakimandalam in I k
tugasnya tidak dipengar'uhi o1eh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain d I
masyarakat, Dalam menialankan tugasnya badan kekuasaan kehak'
berpedoinan pada aturan hukum dan nilai"nilai etika an hid dl
masyarakat, Kernedekaan kekuasaan kehakiman berani pelaksanaan

kekuasaankehakimantidakbergantungpadapengaruhatautekananm ;

Menurut Stoven Lubet daiam bukunya, Fugitive Justice: Runaways, Rescuers,
and Slavery on Trial, diterbitkan o1eh Belknap Press of Harvard University
Press, 20.0, ha!aman 121-, 22, kernerdekaan kehakiman mengandung nilai-

nilai dasar I^jiness, Impartiality, dan good faith. Hakim yang independen akan
memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk
didengartanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan SOSil pihak-

pihak tersebut. Seorang haKim yang independen akan bersika jin arsial, b b
dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebai dan tekanan ih k I
Seorang haKim yang independen meinutus beadasarkan kejujuran (good faith),

,

7.
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beadasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tan a men hirauka
akibat yang bersifat personal, poiitis ataupun finansial;

8. Sementara itu, Harold Freend See, Jr, daiam "Authorit Contro'" men eb tk
adanya dua perspektif daiam meinaridang independensi udisial. Pert ,
perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kernerdekaan kelembagaan

Unstitutionalindependence) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan
lainnya. Kedua, perspektif demokrasi berupa kernerdekaan dalam meinbuat
putusan (decisionalindependence). Halini berkaitan dengan kewajiban khusus
dan pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu

cabang pemerintahan daiam kekuasaan kehakiman, tetapi meIaksanakan fun
untuk menjamin terwujudnya negara hukum, Di dalamnya terdapat er!indun an
atas kernerdekaan hakim dalam meinutus dan pengaruh berba aike entin ;

9. Pengeritan dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka pada akhirnya fidak

tenepas dan dokirin MontesquieLi mengenaitujuan dan perlun. a emisahan
kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan tenaksanan a kebebasan I't'k
anggota masyarakat negara. Untuk mewujudkan kebebasan pontik tersebut
inaka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak

merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak meresa takut terhad
orang lain of sekitamya, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi seharusnya
merdeka;

I O. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dart Universal

Declaration of Human Rights dan international Covenant on Civil and Politi I
Rights yang of daiamnya diatur mengenaiindependent and jin artial' d' '
Di daiam Universal Declaration of Human Rights, dinyatakan dalam Arti1 10.
"Every one is entitled in full equality to a I^ir and pubiic hearing by in
independent and impart^^Itribunalin the deforminatibn of his ribts d
ob/!^ations and of any criminal charge against him. ". Di dalam Internation I
Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan, ",.. in th
determination of any criminal charge against him, or of his rights and
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obli^ations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public

hearing by a competent^hdependent and impartial inburialestabl^^hed b law"

C. Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Seba at
Undang-Undang Organik Pasa124 dan Pasa1 24C UUD ,945 Tidak Men tok
Pengakuan, Jaminan, dan Kernampuan untuk Menciptakan Ke astian H k
yang Adjldan Persamaan di Hadapan Hukum

I. Bahwa Pasa124 UUD 1945 mengatur:

(I ) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyeienggarakan peraciilan guna menegakkan hu!<urn dan keadilan;

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukaii o1eh sebuah Mahkamah A un d
badan peradi!an yang berada of bawahnya daiam lingkungan eradilan
urnum, lingkungan peradilan againa, lingkungan peradilan millter,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan o1eh sebuah Mahkamah
Konstitusi;
Badan-badan lain' yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman dialur daiam undang-undang.

(3)

2, Bahwa Pasa1 24C. UUD 1945 mengatur,

(, ) Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tin kat ertama d
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undan -undan
techadap Undang-Undang Dasar, meinutus sengketa kewenanan
Iembaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undan
Dasar, meinutus pembubaran partai pontik dan meinutus perselisihan
tentang hasi; pemilihan urnum.
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas enda at D
Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran o1eh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Mahkamah Konstitusi meinpunyai sembilan oreng an ota haki
Konstitusi yang ditetapkan o1eh Presiden, yang diajukan masin -masin
tiga orang o1eh Mahkamah Agung, tiga orang o1eh Dewan Peruakilan
Rakyat, dan tiga oreng o1eh Presiden,

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dan dan o1eh hakim
konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus meinilikiintegritas dan kepribadian an tid k
torcela, adjl, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatane araan,
sena tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(2)

(3)
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Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acar rt
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur den an und
undang.

3. Bahwa perilabaran Iebih Ianjut dan Ketentuan Pasa1 24 dan P I 24C UU
1945 tersebut saat dituangkan daiam Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat (3) UU

Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai masa dan periodeisasijabatan
hakim sena jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusijustru dialur

dengan cara meinbatasiatau setidaknya berpotensi meinbatasi M hk h
Konstitusi untu!< menyelenggarakan peradilan guna menegaKkan hukum dan
keadilan;

(6)

4. Bahwa Pasa1 22 dan Pasa14 ayta (3) UU Mahkamah Konstitusi merupakan
produkpolitikhukumyang meinbatssiatausetidakn a ber oten b
pelaksanaan peradilan. Demikan pula pembatasan jabatan ketua, w k'I k t
dan hakim berpotensiinericiptakan ketidak nyamanan dalam meIaksanakan

tugas menegakkait keadilan. Haltersebut akan berdam ak b k d
merugikan masyarakat pencari keadilan.

D. Pasa1 22 dan Pasa! 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi Diskriminatif,
Disebabkan Masa Jabatan dan Periodeisasi Hakim Agung Tidak Dikenal di
Mah;cainah Agung

I. Bahwa diberlakukan Pasa1 22 UU Mahkamah Konstitusijelas diskriminatif
harena kedudukan hakim dalam badan peradilan inariapun tidak pernah
mengenalmasajabatan dan periodesasijabatan, sehin a be ot K
mengurangiatau berootensi mengurangikemerdekaan hakim;

2, Bahwa seiak Indonesia metoeka sampai sekarang hanya hakim Mahkamah
Konstitusi yang dibatasi masa jabatan dan periodeisasijabatan sebagaimana
hakim Pengadilan Pajak yang telah diputuskan ju a tidak men 11
periodeisasijabatan, sehingga menjadiberalasan apabila Mahkamah K t't
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menyatakan Ketentuai, Pasa1 22 UU Mahkamah Konstitusi merupakan pasal

yang potensial dikualifikasi diskriminatif dan berootensi men halan
tonyujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagiterwujudnya
penegakan hukum dan keadilan;

3. Bahwa demikian pula ketentuan Pasa1 4 ayat(3) UU Makamah Konstitusi yang
meinbatasijabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk ina
jabatan seiama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan

amanat Pasa124 dan Pasa124 C UUD 1945. Atau setidakn a ketentuan Pa I
4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara diskiriminatif den an
UU MahkamahAgung.

E. Permasalahan Etika dalam Pengujian Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat (3) UU
Mahkamah Konstitusi yang dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi

I. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Iembaga negara yang beMenang
menguji undang-undang terhadap IJUD 1945, sehingga secara

konstitusional dan hukum Mahkamah Konstitusi meinpunyaitugas dan

wewenang memeriksa, mengadili, dan mein urus perkara a quo.

2. Bahwa secara hukum dan konstitusi, tidak'ada pembatasan materi en u'i
undang-undang ternadap UUD 1945, kecuali menyangkut bentuK dan 'enis
yang belwenang dinji Mahkamah Konstitusi haftis undang-undang dan

bukan peraturan perundang-undang. 01eh sebab iru, Mahkamah Konstitusi
bent, enang menguji materi bentaitan dengan tugas dan wewenang

Mahkamah Konstitusiitu sendiri, karena alasan tujuan en u'ian ad I h
untuk hak Konstitusioiialwarga negara dan badan hukum untuk mein eroleh
sistem peradilan yang adjl, kuat, merdeka, independen, cormat, dan
berkualitas untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi inariusia
warga negara dan badan hukum.

3. Bahwa pengujian Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi
dilakukan bukan untuk tujuan dan kepentingan para hakim Mahakamah
Konstitusi, tetapi untok tujuan yang Iebih subtansial dan pentin ba i

,
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tonyujudnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk
menciptakan Mahkamah Konstitusi yang adjl, Kuat, profesional, cormat,

negarawan, dan berkualitas daiam segala perspektif untuk kepentin an
menjamin dan meIindungi hak asasi warga negara dan badan hukum.
Dengan demikian, secara etis, Mahkamah Konstitusi tetap beMenang

memeriksa, mengadili, dan meinutus perkara a quo, meskipun materi
inuatan yang diujilangsung inaupun tidak langsung terkait dengan
personalia administrasi hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa pada asasnya secara etis hakim Mahkamah Konstitusiteta

meinpunyai-tugas dan wewenang atas permohonan yang dialukan
kepadanya meskipun menyangkut personalia administrasiinstiusin a,
sepanjang dilaksanakan dengan adjl, tidak becoresangka atau beret sebelah,
beTsungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, dan sanggup

mein pertanggungjawabkan kepada Tuhaii Yang Maha Esa. Prinsip tersebut
secara etis ditunjukkan hakim Mahkamah Konstitusi untuk Inembuka

pandangan dan masukan dan semua pihak sesuai dengan asas at audi
alteram partem secara seimbang dan sebanyak-banyaknya dengan inaksud
dan alasan menemukan kebenaran dan keadilan pada pengujian a uo.

5. Prof. Dadi Darmodihardjo, S. H. dan Prof. Dr. SIdharta, S. H. , daiam buk n
bedudul Pokok-pokok F11safat Hukum menyatakan, "etika berunisan den an

onhopraxis, yaknitindakan yang benar tight action). Kapan suatu tindakan
iru dipandang benar ditafsirkan secara berbeda o1eh berbagaiteori(aliran)
etika yang secara global biasa menjadi dua, yaitu ajiran dent0!o9is (etika
kewajiban) dan aliran teologis (etika tujuan dan inarifaat). Bahwa ketika
Hakim Mahkamah Konstitusi menguji dalam perkara a quo, dalam ers ektif
deotologis tidak melanggar etika karena Mahkamah Konstitusi meinpunyai

tugas dan wewenang daia, n memeriksa, mengadi!i, dan meinutus pengu'ian
undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam perspektif teologis, pengujian

ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan inarifaat mewUjudkan kekuasaan
kehakiman yang metoeka, khususnya menciptakan Mahkamah Konstitusi

yang adjl, kuat, metoeka, independen, cormat, dan berkualitas untuk
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menjamin perlindungan hukum dan hak asasi
badan hukum.

6, Bahwa hakim secara etika profesi menurut E. Suma ono dalam buk ,
Betoagai Etika Proft9si Hukum menyatakan "hakim tidak boleh sekeda

sebagai inulut undang-undang, tidak boleh hanya "legal justice" teta i harus
"social justice" dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum,

bahkan bila perlu menciptakan hukum untok memenuhu kebutuhan atau
rasa keadilan masyarakat. Rasa keadiian masyarakat tersebut dapat
dimanifestasikan kepada meinbuka Kesempatan semua Ihak untuk
didengar pandangannya untuk mewujudkan menjamin dan mejindun i
kepentingan urnum dan keadilan masyarakat keseluruhan.

IV. PETITUM

Bahwa dan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tellampir,
dengan ini Reinohon inohon kepada para Yang Mulia Maieiis Hdkim Mahkamah
Konstitusi untuk kiranya berkenan memberIkan putusan seba ai beriKut.

inariusia warga negara dan

.

DALAMPOKOKPERKARA

I. Menerima dan mengabul!<an permohonan pengujian Pasa1 22 dan Pasa14 ayat (3)
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah den an Undan

undang Nomor 8 Tahun 20, I Tentang Mahkamah Konstitusi, yan dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4316 dan ' embaran Ne ara Re ubl'k
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226;

2. Menyatakan Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tent n
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Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Ne ara
Republik Indonesia 1945;

3, Menyatakan Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20.1 Tentang
Mahkamah Konstitusitidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Benta Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Atau apabi!a Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang seadil-adjlnya (ex aequo at bono).

Hormat Pemohon,

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S. H. , M. H.

bemendapat lain, inohon putusan

Dr. Tjip Ismail, S. H. , MBA. , M. M.

Dr. Machfud Sidik, M. Sc.

Drs. R. M. Sigid Edi Sutomo

Dr. Darminto Hartono, S. H. , L. LM.
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2. Menyatakan Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945;

3. Menyatakan Pasa1 22 dan Pasa1 4 ayat(3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Mahkamah Konstitusitidak meinpunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini daiam Benta Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Atau apabi!a Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan

yang seadil-adjlnya (ex aequo at bono).

11^^^.-^.
Dr. Dian Puji N. Simatupang, S. H. , M. H.

Hormat Pemohon,

Dr. Tjip Ismail, S. H. , MBA. , M. M.

Dr. Machfud Sidik, M. Sc.

I~'

I".

Drs. R. M. Sigid Edi Sutomo

.~~

Dr into Hartono, S. H. , L. LM.

I"'

.\
~~,
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